BAB IV
ANALISISPENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG BAI' AL-WAFA’

DAN PENERAPANNYA DALAM MUAMALAH MODERN

. Analisisistinbat 1 bnu Abidin diperbolehkannya bai’ al-wafa’ dalam kitab
Raddul Muhtar

Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskarasecei pendapat
Ibnu Abidin tentandai’ al-wafa’, secara ringkas dapat diulas kembali untuk
kemudian dianalisis.

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pahdamu
Abidin mengenai bai’ al-wafa’, penulis akan menganalisa terlebih dahulu
tentang metodestinbathhukum yang digunakan oleh beliau.

Ibnu Abidin sebagai salah satu ulama penganut Maktzafi dalam
menentukan hukum terhadap suatu permasalahanktis@kepas dari pendiri
mazhabnya, yaitu Imam Abu Hanifah yang mana dikdeatarahlu ra’yu.

Abu Hanifah tidak menyusustinbathsecara rinci, tidak juga kaidah-
kaidahnya dalam melakukan kajian dan ijtihad. Uldimidn yang sesudahnya
dan sesudah murid-muridnya merangkum kaidah-kaigdimbath dari
hukum-hukumfuru’ (cabang) yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Hal i
tidak berarti bahwa Abu Hanifah tidak memiliki meé#okajian darijtihad.

Tidak dibukukannya suatu metode bukan berarti taldk, sebagaimana figih
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pasti disertai adanya metode detinbath Sebab, tidak ada figih tanpa
metode dan kaidah.

Pasti ada kaidah-kaidah yang dipegangnya dalarijtileet dan
figihnya, serta prinsip-prinsip yang diikutinya akl ditanggalkannya. Inilah
yang disimpulkan madzhab Hanafi dari ucapan-ucajsmm pendapat yang
diriwayatkan darinya

Bagaimanapun suatu pemikiran atau pendapat mun@patd
dipengaruhi oleh beberapa hal, contoh mudahnyandgrehi oleh faktor
situasi kondisi dan lingkungan. Dan, dapat dijga@s bahwa metode
istinbath hukum yang digunakan Ilbnu Abidin sama dalam meikamtu
hukum pada umumnya, yaitu dengan menggunakan dasar- sebagai
berikut ini:

1. Al-Quran
2. As-Sunnah

3. Fatwa-Fatwa Sahabakdgwalus Shahabi

4. ljma’
5. Qiyas
6. Istihsan
7. Urf

Khusus yang keempat hingga ketujuh, merupakan flashwdari
penggunaan aspek rasio dalam menetapkan hukummyamgpakan kekhasan

dari madzhab Hanafi

L Ali Hasan, Perbandingan Madzab,Jakarta: Rajaveais? him.118.
2 |bid, him. 119.
% Hasbi al-ShiddieqyRengantar Hukum IslanBulan Bintang, Jakarta, 1953, him. 39.
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Ibnu Abidin memang belum menjelaskan dasar-dagakas dalam
berijtihad secara terinci, tetapi kaidah-kaidah om(shul kulliyal) yang
menjadi dasar bangunan pemikifaghiyah tercermin dalam pernyataan Abu
Hanifah berikut ini;

“Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabuligigbila saya tidak
menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah, saya jolenpada Sunnah
Nabi, dan apabila saya tidak menemukan jawabanrhukalam Kitabullah
maupun Sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambihpat para sahabat
Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain merekzabda masalahnya sudah
sampai kepada lbrahim, Sya’bi, Hasan, Ibnu SirithaA dan Sa’id bin
Musayyib (semuanya adalah tabiien), maka saya dberpula untuk
berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa dasar-dasdtal yang
digunakan ibnu abidin adalah Al-Quran, Sunnah daitihad dalam
pengertian luas. Artinya, jikanash Al-Quran dan Sunnah secara jelas
menunjukkan suatu hukum, maka hukum itu disebwrtydtil dari Al-Qur’an
dan Sunnah”. Tetapi jikaashtadi menunjukkan secara tidak langsung atau
hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tuyaan moral,jlat dan
lain sebagainya, maka pengambilan hukum disebutaloiegiyas. lbnu
Abidin tidak merujuk pada pendapat para sahabatadte@pabila tidak
ditemukan hukumnya dalam kitabullah dan sunnah NBlemikian pula
apabila tidak ditemukan dalam pendapat sahabatngasaelahnya sampai
tabi'in, maka beliau akaberijtihad sebagaimana merekarijtihad>

Oleh karena itu, wajar jika Ibnu Abidin sebagaiasalseorang

pengikut Madzhab Hanafi ketika tidak menemulafalah secarajath’i baik

* Huzaemah Tahido Yangg®engantar Perbandingan Madzhabakarta: Logos Wacana
lImu, him. 98.
® Ibid, him.99.
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dari Al-Quran maupun hadits menggunakan aspalu (rasionalitas).
Dengan menggunakan rasionalitas, Ibnu Abidin sanganperhatikan sisi
sosial (mu’amalah) manusia, kebiasaan, rasio dan pertimbangan etfig y
sebenarnya juga telah disebutkan prinsip-prinsipmgam Al-Quran
maupun hadits.

Pertimbangan rasio dan etis ini dalamigierbath hukum merupakan
bentuk istihsan yang menjadi ciri khas madzhab Hanaftihsan ialah
pengambilan hukum dengan menganggap sesuatu dignarfdek. Istihsan
juga suatu bentuktihad bi al-ra’yi yang muncul disebabkan oleh desakan
perkembangan sosil.

Salah satu hal yang membedakan dasar-dasar pamlkinu Abidin
dengan para imam yang lain sebenarnya terletak padgmarannya
menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan malah kemaslahatan
yang menjadi sasaran utama disyariatkannya sud&unhuTermasuk dalam
hal ini adalah penggunaan tegiyas, istihsan, 'uri{adat-kebiasaan), teori
kemaslahatan dan lainnya.

Secara faktual, pemikiran figih Ilbnu Abidin memargangat
mendalam dan rasional. la memberi syarat yang cldaigt dan selektif
dalam penerimaan hadihad Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk
mengukuhkan kebenaran periwayatan hadis. Apabilmydta tidak
memenuhi syarat, hadis itu tidak dapat dijadikalil dari suatu hukum. Hal

itu tidak dapat dikatakan bahwa Ibnu Abidin menelggn sunnah kecuali

8 Abdul Wahab Khlafafjlmu Ushul Figh Semarang: Dina Utama, 1994, him. 110.
7 .
Ibid.
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apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yamgarbdari Nabi dan
mendahulukamjiyasatauistihsan®

Qiyas dan istihsan Ibnu Abidin seperti halnya Abu Hanifah tidak
bertentangan dengan ketentuan nash-nash Al-Qu€aaupun Imam Syafi'i
pernah mengatakan bahwa barangsiapa yang melakskhsan berarti
mengada-adakan hukum, tetapi itu dimungkinkan kataram Syafi'i belum
mempelajari secara mendalam teigtihsanyang dimaksudkan Imam Abu
Hanifah. Sebab ternyata Syafii sendiri dalam pelso tertentu
mempergunakan teori ini.

Contoh penggunaan teastihsanseperti disabdakan oleh Nabi saw:
“Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkarm@pioh keadaan marah.”
Nash ini secara literal melarang pelaksanaan péagadalam keadaan
marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal ydng Jauh. Misalnya,
tidak boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadakut, lapar atau
karena pikiran tidak tenang. Sebab yang dapat dipadari nash tadi bukan
“marahnya” tetapi “ketidaktenangan” pikiran sehingga segr&akim tidak
dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi'a f@ng diutarakan di
atas merupakaistinbathukum mazhab Hanafi dalam arti umdm.

Dalam pembahasan ini penulis akan mencoba menganalengan
giyas dan istihsan sebagai teori dalam pembahasan tentaaig al-wafa’.
adapun yang dimaksud denggiyas adalah mempersamakan suatu kasus

yang tidak adanash hukumnya dengamash yang ada hukumnya dalam

® Ibid, him. 112.
® Op.cit, Huzaemah Tahido Yanggo, him. 102.
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hukum yang adaashnyakarena persamaan kedua itu dalEnhukumnya.
Sedangkanlat adalah suatu sifat yang ada pada suatu pokok yeamgadi
dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itu dhiletahui adanya hukum
itu pada cabangnya, atau sesuatu yang memberitaladanya hukum. Di
mana dalam masalah ini hukdrai’ al-wafa’ hukum pokoknya jual-beli, dan
hukum cabangnya benda yang dibeli dapat dijual ldimbatnya karena
telah terjadi perjanjian. Jadi orang yang telahatgkan akad jual belial-
wafa’ penjual boleh membeli kembali barang yang telajfuadikepada
pembeli, karena telah terjadi perjanjian di ant@@ua belah piha¥

Jelas bahwayjiyas adalah sebagai salah satu met@dimbat hukum
syara’ yaitu dengan melihat kesamalah antara hukum asal atas kesamaan
ilat. Sedangkan yang dimaksugtihsan menganggap sesuatu dengan baik.
Dalam pengertian istilah ulama yaitu berpalingng@mrang mujtahid dari
tuntutangiyas yang nyata kepadgiyas yang samar atau dari hukum yang
umum kepada hukum pengecualian karena ada daljiayg menyebabkan
ia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan @n jugaistihsan
adalah bentuk ijtihadi al-ra'yi yang lebih maju, yang muncul tidak lain
adalah disebabkan desakan perkembangan $bsial.

Istihsan terbagi menjadi dua macam, yaifentarjihan giyas yang
tersembunyi atasgiyas yang nyata karena adanya suatu dalil dan

pengecualian kasuistik dari suatu hukum umum deadanya suatu dalil.

10 bid, him. 103-104.
ibid
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Metode terakhir yang digunakan oleh abu hanifaHatdarf’. Abu
Hanifah menggunakagiyas atauistinsanjika tidak ada nash. Apabila tidak
dapat dijalankargiyas atauistihnsandan Abu Hanifah memperhatikamnf’
manusia. Beliau menggunakarf’ jika tidak ada nast?.

Jika dilihat dari metodeistinbath hukum Ibnu Abidin dalam
menginterpretasikan masalah di atas, maka dapeatadliki bahwa dalam
beiistinbath ia menggali dari sumber hukum sama dengan yaggndkan
oleh gurunya, yaitu Abu Hanifah.

Dalam karya Ibnu AbidinRaddul Muhtar, beliau berpendapat
bahwa hukum jual belial-wafa’ diperbolehkan, dengan alasan untuk
menghindarkan masyarakat dari riba dalam pinjam-imiam. **

Hal itu dikarenakan, di antara orang kaya ketiak tidak mau
meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang meeekaa. Sementara,
banyak para peminjam uang tidak mampu melunasgaosaenakibat imbalan
yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejuerlg yang mereka
pinjam. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakahgy memerlukan.
Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebkath tersendiri,
sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keingarang-orang kaya
pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakaadalatbai’ al-wafa’. **
Ibnu Abidin mengatakan, ketika kedua orang mentkeataperjanjian

sebelum akad, ataupun mengira bahwa perjanjiaehiersdianggap tidak

12 bid, him. 105.

13 Muhammad Amin Al-Syahir Bi Ibnu AbidinRaddul Muhtar Ala al-Dar al-Mukhtar
Syarah Tanwir al-Abshaduz V, Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-limiah, hinb45.

¥ Nasrun Haroerkigh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, him.56.
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lazim, maka jual beli tersebut disebut dendpai fasid Namun, ketika
perjanjian dibuat dilaksanakan setelah akad, makamgian dihukumi boleh.
Bahkan ketika perjanjian tersebut ingin diteruskaaka kedua belah pihak
wajib untuk menyempurnakannya. Hal itu disebabkalard suatu perjanjian
terkadang terdapat ketetapan akan kebutuhan méaygeng mendesak.
Berbeda dengan ulama Hanafiyah, lbnu Tamiyah meamandgual
beli ini tidak sah. la mengatakan, jual beli yanpraktekkan oleh sebagian
masyarakat tampak seperti jual beli amanah, apabitg dikembalikan maka
barang dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jbali bathil menurut para
imam, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalaktu akad maupun
melalui kesepakatan sebelum akad. Demikian disd@paileh Ibnu Tamiyah
adalah kitabMajmu’ Al-Fatwa'® Mereka melihat jual belal-wafa’ dari segi
bahwa ia termasuk gadaahn), tetapi mereka tidak melihatnya sebagai bagian
dari kategori transaksi kontemporer yang diperdadeholeh sebagiafugaha
terdahulu?®
Para ulama lainnya tidak melegalisasi bentukpedilini. Alasannya;
1. Dalam suatu akad beli tidak dibenarkan adanya tmg@aktu, karena jual
beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan ik secara
sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa bgagang dijual itu harus
dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semulabite ia telah siap

mengembalikan uang seharga penjualan semula.

5 1bnu TamiyahMajmu’ Al-Fatwa,Kairo: As-Sunnah Al-Muhammadiyah, him. 357.
%8 |bid, him. 68.
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3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Ratah SAW maupun
sahabat.

4. Jual beli ini merupakahilah yang tidak sejalan dengan maksud-maksud
syara’ persyariatan jual belf.

5. Jual beli ini menyerupai bentuk akeahn, kerena dilihat dari sisi bahwa
harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kegaemilik harta®

Sementara, Sayid Sabiq dalam bukunya yang berf&éyih Sunnah”

mengatakan, bahwabai’ al-wafa’ hukumnya sama dengan hukum
penggadaiaf’

Masih dengan kitab yang sama, dijelaskan bahwaabarapa ulama
yang mengatakan bahwa akbdi’ al-wafa’ disebut dengamahn. Dan ada
pula yang mengatakan dengan sebuian karena pembeli bisa manfaat
dari barang yang dibeli. Di satu sisi, ada jugagyamengatakan juga yang
mengatakan, kata-kathdi” tidak disebut akacahn.?

Dari buku ensiklopedia figh juga disebutkan, baljuea beli al-wafa’
adalah termasukahn, tetapi tidak dilihat sebagai bagian dari kategori
transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sab&gngahaterdahulu.

Dilihat dari sisi barang yang menjadi jaminan hakesnbali lagi
kepada pemilik harta, akad ini mirip dengatn, tapi jika dilihat dari sisi

bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebask uwli@mbil manfaatnya

" Abd Ar-Rahman Ash-Shabuni, Madkhal Fi At-Tasyrl8lami, damaskus: Dar Al-
Kitab, him. 73.

M. Yazid Efendi, Figh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembagaafgan
Syari’ah)Yogjakarta: Logung Pustaka, him. 65.

9 sayyid SabigFikih SunnahJakarta: Cakrawala Publishing, him.349.

20 Muhammad Amin Al-Syahir Bi Ibnu Abidin, 545.
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oleh penerima jaminan, akad ini mirip dendaai’. Sehingga jual beli ini
merupakan jual beli khusus.

Menurut hemat penulis, tujuan dari ak&ai’ al wafa’ adalah untuk
memberi kesempatan peminjam mengambil keuntungagatlecara benar,
dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuktdapmanfaatkan
barang yang dijualnya serta keinginan untuk memyik lagi setelah
beberapa saat masa sewa berakhir.

Bai’ al-wafa’ sejak semula diakadkan sebagai jual beli, makeébpém
dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hgayawacul kesepakatan
dari kedua belah pihak bahwa pembeli tidak bolejoa barang tersebut
selain kepada pemilik semula. Sebab barang terspada hakekatnya
merupakan sebuah jaminan atas hutang yang haresnbi#tikan dalam
waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik hadesebut telah mempunyai
utang, penjual harus mengembalikan utangnya dan bgéemharus
mengembalikan barangngh.

Dari dua pendapat yang berbeda di atas, penulisyimpalkan
bahwa akadbai’'al- wafa’ sebenarnya terdapat dua bentuk akad, yakni jual
beli dan gadai. Lalu apakabai’ al-wafa’ ini tergolong gharar, karena
ketidak jelasannya?

Penulis menganggap, sebenarnya akad tersebut bjukan beli
murni dan bukan puleahn murni, tetapi kombinasi dari kedua ak&ai’ al-

wafa’ juga bukangharar, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau

2L Op.cit, M. Yazid Efendi, him. 65.
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kewajiban para pihak cukup jelas di dalamnya. D&nmilpula status barang
yang dijadikan obyek dalam kontrak ini sangat jelas

Dengan adanya ulama Hanafiyyah yang berpendapayabpal beli

al-wafa’ adalah gadairéhn), dan bukan jual belib@i’), maka hukumbai’
sama seperti hukum gadai. Argumentasi mereka adhalaa yang dijadikan
pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknaoykan lafal dan
bentuknya (stukturnyay.

Menurut Ibnu Abidin, persyaratan jual bell-wafa’ sama dengan
persyaratan jual beli pada umumnya, yaj danqgabul Menurut penulis
harus ada penambahan persyaratan dalam juabbefafa’, yaitu dengan
adanya penegasan bahwa barang yang menjadi objélarya dibeli lagi
oleh penjual dan tenggang waktu harus tegas.

Melihat perbedaan pendapat yang ada, maka car& amémyikapi
adalah dengan selalu mempertimbangkan aspek masBbaimbangan
munculnya maslahat menjadi penting, karena padariges dalam transaksi
jual beli aspek maslahat adalah menjadi koridordyiea sebuah masyarakat
telah mempraktekkan jual belal-wafa’, dan pada mereka muncul
kemaslahatan bersama, tanpa adanya pihak yangkainug

Aspekal-urf juga perlu dipertimbangkan pula dalam menentukah |
beli al-wafa’. Al-urf sendiri merupakan adat kebiasaan yang sudah dregal

masyarakat. Jika di sebuah masyarakat sudah tgmakliek yang demikian,

22 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkiEnsiklopedi Figh Muamalah Dalam
Pandangan Empat Madzha¥ogyakarta: Maktabah Al-Hanif, him. 65.
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dan masyarakat dapat memenuhi prinsip-prinsip ddsdéam muamalah,

maka jual beli inipun dapat dipilih.

Dalamijtihad di bidang muamalah diperlukan ilmu falsatalyri’ fil
muamalahdan ushul figh yang komprehensif, karena akadi’ al-wafa’
adalah bentuk akad baru, sebagai kombiredsi dan jual beli.

Jalan pikiran lbnu Abidin dalam memberikan justiik kepadaai
al-wafa’ adalah didasarkapada istisan urfiy Beliau memandang jual beli
ini adalah sah. Menurut penulis, pendapat Ibnu ibgilidah tepat, karena
memang tujuannya sendiri adalah untuk menghindarkasyarakat dari
perbuatan riba yang digemari masyarakat.

Ada beberapa hal yang menyebabkan pemikiran Ibnididbeda
dengan Imam Madzhab yang lain :

1. Ibnu Abidin bukan keturunan Arab, namun merupakagtukinan
Damaskus Syam dan pernah menimba ilmu di Mesir yaegupakan
pusat peradaban Islam pada waktu itu;

2. Ibnu Abidin tidak hanya memperdalam ilmu syariaja seamun juga ilmu-
ilmu yang lain sepertajwid, nahwu dan shorpf

3. Raddul Muhtaryang memuat fatwa-fatwa Ibnu Abidin muncul padat sa
situasi negara dalam keadaan guncang karena kepisrcayaan rakyat
dan fugaha terhadap pemerintahan Murad IV dari Dinasti Utsiyem

karena dinilai kurang arif dan bijaksana;
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4. Raddul Muhtarmuncul sebagai simbol perlawanamgahaterutama yang
bermadzhab Hanafi terhadap pemerintah yang terlé&lanyak
mengintervensi masalah-masalah keagamaan;

5. Raddul Muhtarmuncul sebagai pemberi solusi terhadap perkateaer
yang saat itu baru muncti.

Dalam hukum Islam faktor niat sangat mempengarwabkahan
suatu bentuknuamalah kalau niat dari pihak-pihak yang bertransaksakid
sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicap& sjara’ pada suatu
bentukmuamalahmaka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkars ddsar
itu sasaran dari suatu akad harus senantiasa mehkgpada tujuan yang
dikehendakisyara’ dalam setiap pensyariatan hukum, yaitu kemaslahatan
manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu tsansaBlapat indikasi-
indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hulddlah2*

Faktor adat kebiasaan sangat mempengaruhi mujtatatm
mengambil hukumd® Pendirian ulama Hanafiyah adalah mengambil yang
sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan sertampertahankan
muamalahmanusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagjanéydat
kebiasaan yang mempengaruhi Ibnu Abidin adalah ketaasaan yang benar
sesuai dengan yang dikehendakara’ dalam setiap pensyariatan hukum,

yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

2 Muhammad Amin al-Syahir Ibnu AbidinRaddul Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar
Syarah Tanwir Al-Abshadilid I, Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-limiatmim. 43-44.

24 Op.cit, Nasrun Haroen, him. 23.

5 |bid. HIm. 23.
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Ibnu Abidin hidup pada masa Sultan Abdul Hamid @3i
Usmaniyah) yaitu pada abad ke-18 sampai abad hdakghi. Dalam catatan
sejarah dunia Islam, situasi ekonomi pada madeijaidi kemerosotan akibat
perang. Sehingga pendapatan berkurang dalam situasgorang mujtahid
dalam berpendapat pasti memikirkan keadilan bagsimgamasing pihak

sehingga kerugian bisa dihindark&n.

B. AnalissRelevans Bai’ al Wafa’ dalam Muamalah Modern

Bentuk-bentuk akad jual beli memang telah banydialths para
ulama figh. Bahkan jumlahnya bisa mencapai belaaarpai puluhan. Di sisi
lain, sesuai dengan perkembangan peradaban mdrerke kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermumchéntuk-bentuk-
bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasanalgandfigih klasik.

Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslimrusha
mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah trangakg baru muncul
itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinaim ydisyari’atkan. Dan
salah satu contohnya adaladn’ al-wafa’.

Bai’ al-wafa’ memang merupakan jual beli yang masih
diperselisinkan di kalangan ulama. Dan, seirindk@&bangannya, jual beli
ini ternyata masih bisa kita temui. Contohnya dnlb@ga perbankan adalah
akadrahn Mengapabai’ al-wafa dalam perkembangannya malah berubah

bentuk menjadi akachhn?

26 Dr, Badri Yatim MA, Sejarah Peradaban Islandakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003, him. 168.
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Seperti yang penulis jelaskan dalam bab sebelumbghwasanya
bai’ al-wafa’ pada hakekatnya sama dengan akdwh Hanya saja akahn
sendiri berkembang seiring kebutuhan masyarakahin§ga, akad ini
berubah bentuk, tapi hakekatnya masih sama. Sdéh&iom yang berlaku
dalam akadbai’al- wafa’ berlaku sama dengan akaadhn.

Tujuan dari akadai’ al-wafa’ sendiri adalah untuk menghindarkan
masyarakat dari perbuatan riba. Meskipun pada kaagaya, para ulama
berbeda pendapat mengenai jual beli ini.

Kembali lagi pada pokok permasalahan sebelumnyadAlai’ al-
wafa’ yang dikembangkan di perbankan syariah menjadid aledn,
sebenarnya tak beda jauh dengan gadai yang setantekiui di masyarakat
pada umumnya.

Hanya saja, barang yang menjadi jaminan dalam pkaaberbentuk
surat jaminan. Semisal sertifikat rumah, atau fdati kepemilikan barang
berharga. Berbeda dengeaahn yang kita temui di pegadaian pada umumnya,
yang menjadi jaminan adalah berupa barang. Misakaja sawah, sapi,
kendaraan, dll.

Kontrak rahn dalam perbankan dibedakan menjadi dua hal seperti
yang tertera berikut ini:

1. Sebagai produk pelengkap
Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagad

tambahan (jaminantollateral) terhadap produk lain seperti dalam
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pembiayaanbai’ al-murabahah Bank dapat menahan barang nasabah
sebagai konsekuensi akad tersebut.
2. Sebagai produk tersendiri

Di beberapa Negara Islam termasuk di antaranyaladdblaysia,
akadrahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaiammv&nsional.
Bedanya dengan pegadaian biasa, dafainm, nasabah tidak dikenakan
bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biay&ipemi pemeliharaan
penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biagan dan bunga pegadaian adalah
dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan beriganda, sedangkan
biayarahn hanya sekali dan ditetapkan di mifka.

Sedang manfaat yang dapat diambil oleh bank, diasip ar-rahn
adalah sebagai berikut:

a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain dengan
fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

b) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan peghdgansito
bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja, j&ksabah peminjam
ingkar janji karena ada satu aset atau bararayh{un)yang dipegang
oleh bank.

c) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah b&sahg
akan sangat membantu saudara kita yang kesulitaa, derutama di

daerah-daerah.

27 Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah: Dari Teori Ke Praktiklakarta: Gema Insani,
2001, him. 130.
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Adapun manfaat yang langsung didapat dari bankahdbaiaya-
biaya kongkret yang harus dibayar oleh nasabahkysgmeliharaan dan
keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset bkeasadadusia
(penahanan barang bergerak sebagai jaminan perabayansabah juga
harus membayar biaya asuransi yang besarnya stsagan yang berlaku
secara umum.

Tujuan akadrahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran
kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaamanBayang
digadai wajib memenuhi kriteria:

a) Milik nasabah sendiri

b) Jelas ukurannya, sifat, dan nilainya ditentukard&sarkan nilai riil
pasar.

c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

Atas ijin bank, nasabah dapat menggunakan baratente yang
digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan mérusarang yang
digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusalu atacat, maka
nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakulesjuadan
barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasatehpunyai hak
untuk menjual barang tersebut dengan seizin banbabia hasil

penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihaseteut menjadi milik
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nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebétil kdari
kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekun(alg;lg?;l8

Seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana,andam
pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlykga akad
pelengkap. Akad pelengkap ini juga ditunjukkan #&ntmencari
keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah petaan
pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk menkatintungan, dalam
akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk mempmaggantian
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakard aka Besarnya
pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biayagy&enar-benar
timbul 2
Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlahtamj&eku,
sempit dan jumhur. Melainkan suatu ajaran yangsftek dan elastis,
yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan aksinsnodern
seperti yang penulis katakan di atas.

Sekalipun akadbai’ al-wafa’ dalam perbankan Islam kembali lagi
menjadi bentukahn murni, tetapi menurut penulisai’ al-wafa’ sendiri
masih relevan di terapkan di muamalah modern yargpai saat ini

masih bisa kita jumpai di masyarakat.

28 adiwarman Karim,Bank Islam (Analisis Figih Dan Keungp Jakarta: IlIT Indonesia,
2003, him. 94.
# bid, him. 100-101.



